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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh Prakitkan di 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia selama 40 hari 
yang dimulai sejak tanggal 15 Juli hingga 6 Sepetember 2019. Praktikan 
ditempatkan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Kegiatan PKL ini 
merupakan salah satu syarat untuk lulus dan mendapatkan gelar ekonomi di 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, kegiatan PKL ini 
bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat mahasiswa selama 
kuliah dan mengetahui keadaan dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan 
ditempatkan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta melaksanakan kegiatan 
yang berkaitan dengan bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). 
Beberapa pekerjaan  yang dilakukan Praktikan selama kegiatan PKL 
berlangsung yaitu meng-input Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat 
Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), mengoreksi database dan dokumen Kendaraan 
Bermotor di Master Aset aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara 
(SIMAN),, membuat formula kartu persediaan kebutuhan kantor, dan memeriksa 
Laporan Keuangan Semester 1 pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 
bagian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Seiring berjalannya waktu, kemampuan manusia dalam berpikir 
semakin maju dan berkembang dan mengantarkan manusia menuju era 
globalisasi yang semakin modern. Segala aspek kehidupan, mulai dari 
pendidikan, sektor ekonomi dan kesehatan semakin maju dan berkembang 
mengikuti kebutuhan manusia akan layanan yang lebih cepat dan efisien. Tak 
terkecuali sektor pertanian yang merupakan sektor penting dalam 
pertumbuhan perekonomian Indonesia di era globalisasi ini. Sektor ini 
menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.  
Sektor pertanian sampai sekarang masih menjadi andalan dari waktu 
ke waktu dalam penyerapan tenaga kerja karena sifat kegiatannya yang 
fleksibel baik konvensional maupun modern. Sehingga lapangan kerja pada 
sektor ini juga mampu menampung tenaga kerja yang kurang dapat bersaing 
di sektor lain. Namun peningkatan kegiatan ekonomi dan perkembangan pola 
pikir manusia yang pesat mengiringi perkembangan teknologi yang semakin 
canggih pula. Termasuk perkembangan akuntansi dan teknologinya yang 
mempercepat proses pelaporan akuntansi dan keuangan. Untuk itulah dalam 
pengelolaan keuangan pada sektor pertanian juga dibutuhkan tenaga akuntan 




memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk produktivitas 
perusahaannya.  
Hal ini mendorong munculnya permintaan akan tenaga kerja yang 
sangat kompeten dan menuntut semua individu untuk memiliki kemampuan 
dan keahlian berdaya jual tinggi dan unggul dalam setiap aspek, terutama 
dalam bidang pekerjaan. 
Semakin tinggi tuntutan kerja, maka tantangan dalam memasuki dunia 
kerja pun semakin ketat. Terlebih tingginya kebutuhan akan pekerjaan 
berpengaruh secara langsung terhadap tingginya daya saing untuk 
mendapatkan pekerjaan tersebut. Dengan ini, diperlukan bekal yang 
mumpuni untuk dapat bersaing dengan sumber daya manusia yang lainnya. 
Bekal inilah yang nantinya menjadi faktor pertimbangan bagi pelaku usaha 
dalam menentukan pilihan sumber daya yang dapat dipercaya untuk bekerja 
pada perusahaannya. 
Kurangnya bekal dan pengalaman pada sumber daya manusia 
menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Meskipun mengalami 
penururunan, tingkat pengangguran di Indonesia belum dapat dikatakan telah 
memasuki angka yang rendah. Ini juga diakibatkan karena kurangnya 
ketersediaan lapangan kerja sehingga menjadi masalah yang cukup besar di 
Indonesia. Belum lagi di setiap tahunnya akan ada lulusan dari berbagai 
jenjang  pendidikan yang mencoba melamar berbagai pekerjaan yang 




Banyaknya lulusan yang ingin bekerja tidak sebanding dengan 
ketersediaan lapangan kerja yang semakin tahun semakin terbatas. Terlebih 
ditambah dengan intervensi dari lulusan asing yang mencoba peruntungannya 
dengan bekerja di Indoensia. Hal ini menambah tingkat kompetitif di dunia 
kerja.  
Dilansir dari bisnis.tempo.com, menurut Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia, saat ini masih terdapat tiga permasalahan penting yang 
harus dihadapi pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia atau para 
tenaga kerja. Beliau mengatakan tiga permasalahan tersebut antara lain, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Adanya kelompok angkatan kerja yang kemampuan dan pendidikannya 
tidak cocok dan dibutuhkan oleh dunia industri 
2. Adanya kelompok angkatan kerja yang memiliki kemampuan di bawah 
standar yang diharapkan oleh dunia industri 
3. Tingginya kelompok pekerja miskin yang berjumlah 60 persen dari 128 
juta angkatan kerja, yang apabila masuk ke dalam industri padat karya, 
tidak memiliki karier. 
Banyak hal yang harus diperhatikan agar dapat bersaing di dunia kerja 
dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan tidak menjadi pengangguran, 
terutama kemampuan dan keahlian yang mumpuni. Untuk mendapatkan 




ke dalam lapangan agar dapat mengetahui situasi dan kondisi secara nyata di 
dalam dunia kerja. 
Pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang tinggi dibutuhkan 
sebagai syarat untuk dapat diterima ke dalam dunia kerja. Contohnya antara 
lain pengetahuan dan ilmu mengenai bidang pekerjaan yang diinginkan, 
kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam bekerja sama, 
kemampuan dalam beretika, kemampuan untuk berpikir kritis, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk 
dapat menyiapkan lulusannya agar dapat bersaing dalam mendapat pekerjaan, 
dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. 
Perguruan tinggi yang notabene tempat para mahasiswa menuntut ilmu 
pengetahuan, harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan dalam 
dunia kerja yang semakin hari semakin ketat. Perguruan tinggi dituntut untuk 
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberi 
bekal kepada mahasiswa bukan hanya dengan memberikan bekal teori saja, 
namun juga pelatihan untuk kecerdasan secara emosional dan spiritual, dan 
memberikan praktik sesuai dengan bidangnya. Agar mahasiswa mendapatkan 
kemampuan dasar tersebut, perlu diadakan latihan – latihan yang dapat 
memberikan pengalaman terhadap mahasiswa mengenai dunia kerja di dalam 
perusahaan yang salah satunya yaitu Praktik Kerja Lapangan. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan pelatihan, 




kampus yang dilaksanakan secara langsung di dunia kerja pada perusahaan 
swasta ataupun instansi pemerintah dalam upaya  mengembangkan 
keterampilan, etika, dan mutu mahasiswa dalam bekerja. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa – mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dengan adanya mata kuliah ini, selain menjadi syarat lulus, diharapkan 
mahasiswa dapat mengenal dunia kerja dan dapat menjadi sarana untuk 
mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di dalam perkuliahan, sehingga 
kegiatan ini dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia 
kerja. Dengan itu, mahasiswa mendapat keterampilan baru dan pengalaman 
nyata dalam dunia bekerja sehingga setelah lulus para mahasiswa dapat 
bersaing dalam dunia kerja. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Secara umum, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dengan 
bertujuan untuk menambah pengalaman mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta mengenai dunia kerja sesuai dengan jurusan 
masing – masing mahasiswa. Maksud dari kegiatan PKL antara lain yaitu : 
1. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi persyaratan kelulusan 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri 
Jakarta; 
2. Mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku 




3. Mengetahui keadaan dunia kerja yang sesungguhnya; 
4. Memberi pengalaman baru akan dunia kerja secara nyata; 
5. Sebagai bekal untuk mahasiswa sebelum menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL antara lain yaitu : 
1. Terpenuhinya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai 
syarat kelulusan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan 
pekerjaan di dunia kerja; 
3. Melatih sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab akan tugas 
yang sudah diberikan selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikkan) 
a. Menerapkan ilmu yang sudah didapat saat di perkuliahan ke dalam 
dunia kerja sehingga dapat menambah pengetahuan kerja sesuai 
dengan bidang ilmu; 





c. Menumbuhkan sifat profesional, disiplin, dan tanggung jawab akan 
tugas yang diemban di dunia kerja pada saat melakukan praktik. 
2. Bagi Perguruan Tinggi  
a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 
bersaing dalam dunia kerja; 
b. Dapat menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan pihak instansi; 
c. Sebagai bahan evaluasi untuk kurikulum yang terdapat di perguruan 
tinggi dengan kebutuhan keterampilan sumber daya manusia di dunia 
kerja. 
3. Bagi Instansi 
a. Dapat membantu menyelesaikan tugas instansi dengan terlibatnya 
mahasiswa PKL, baik tugas yang bersifat tetap maupun yang bersifat 
tidak tetap; 
b. Menjalin hubungan baik dan kerja sama antara instansi dengan 
perguruan tinggi; 
c.  Dapat berbagi ilmu antara mahasiswa PKL dengan karyawan instansi. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikkan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi 
pemerintah yaitu Kementerian Pertanian yang berlokasi di Jakarta Selatan. 





Nama Instansi : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
Satuan Kerja : Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Alamat   : Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Gedung B, Jl. 
Harsono RM. No. 3 RT 5/RW 7, Ragunan, Kecamatan 
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12550 
Telepon : (021) 7800230 
Fax  : (021) 7800220 
Website : http://itjen.pertanian.go.id/ 
E-mail : okhh.itjen@pertanian.go.id 
Praktikkan memilih Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia sebagai tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) karena praktikkan ingin mengetahui kegiatan apa yang dilakukan 
bagian keuangan dan perlengkapan di Kementerian Pertanian, dan seperti apa 
pengaplikasian Akuntansi Pemerintah di Instansi Pemerintah. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilaksanakan mulai 15 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019 di 




tahapan yang dilalui. Rincian tahapan – tahapan pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan  
 Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
praktikkan mempersiapkan segala surat dan dokumen yang diminta oleh 
instansi untuk keperluan PKL. Praktikkan mengurus surat permohonan 
untuk pelaksanaan PKL ke Gedung R dengan ditandatangani oleh 
Kaprodi S1 Akuntansi dan kemudian dikirim ke Bagian Administrasi 
Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian RI. Surat permohonan pelaksanaan PKL 
selesai dalam waktu kurang lebih tiga hari. Praktikkan langsung 
mengambil surat permohonan tersebut dan diserahkan kepada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian tempat praktikkan akan melaksanakan 
kegiatan PKL. 
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikkan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan selama 40 hari kerja, yaitu dimulai sejak tanggal 15 
Juli 2019 sampai tanggal 6 September 2019, dengan ketentuan kerja yang 
telah disepakati praktikkan dengan pihak Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian yaitu hari kerja selama lima hari tiap minggunya 




Kamis yaitu pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dan pada hari Jum’at pukul 
07.30 WIB s/d 16.30 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
 Setelah melaksanakan kegiatan PKL selama 40 hari, praktikkan 
mulai menyusun laporan PKL. Laporan disusun berdasarkan apa yang 
telah dikerjakan oleh praktikkan selama melaksanakan PKL di 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI. Praktikkan menyusun 
laporan PKL untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah PKL 
dan syarat kelulusan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikkan mengumpulkan data – data yang 
dibutuhkan untuk penyusunan laporan PKL, diolah dan disusun sesuai 













A. Sejarah Instansi 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdiri pada tahun 19 
Januari 1945. Berikut merupakan sejarah yang dialami oleh Kementerian 
Pertanian dari berbagai era dengan segala perubahannya hingga saat ini yang 
berhasil Praktikan rangkum dari website resmi Kementerian Pertanian dan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 
Era Sebelum Kemerdekaan 
Pada masa pendudukan Belanda, pada tanggal 1 Januari 1905 didirikan 
sebuah Departemen yang menangani bidang pertanian berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 
20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 
28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen 
Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan 
pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Nijverheid en 
Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934). Sedangkan 
pada masa pendudukan Jepang, yang berperan dalam menangani urusan 





Era Awal Kemerdekaan 
Sejak 19 Agustus 1945, sektor pertanian berada di bawah Kementerian 
Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah 
kemerdekaan, dengan Ir. R. P. Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri 
Kemakmuran pertama. Dikarenakan situasi Indonesia pada saat itu masih 
kacau oleh kedatangan tentara Belanda, Kementerian Kemakmuran 
mendirikan cabang di Magelang yang dipimpin oleh R. M. Reksohadiprojo. 
Pada bulan Juli 1947, kantor dipindahkan ke Borobudur kemudian beralih ke 
Yogyakarta. 
Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Departemen 
Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian. 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
Keberadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dimulai 
dengan terbitnya Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1966, yang 
mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap Departemen. 
Keputusan ini cukup strategis, mengingat kegiatan pengawasan di lingkungan 
Departemen Pertanian sebelumnya dilaksanakan oleh unit kerja Pembantu 
Menteri Pertanian bidang Perencanaan dan Pengawasan. 
Kebijakan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan 
Keppres Nomor 170 tahun 1967, dan Kepmentan Nomor Kep/37/5/1 967 




Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Untuk mengabadikan 
momentum yang sangat bersejarah itu, tanggal 31 Mei 1967 diperingati 
sebagai hari berdirinya Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.  
Tahun 1967 
Penerbitan Kepmentan Nomor Kep 37/5/1967 pada 31 Mei 1967 yang 
menetapkan susunan organisasi, bidang tugas dan tata kerja Inspektorat 
Jenderal Departemen Pertanian. Tanggal ini selanjutnya ditetapkan sebagai 
titik awal keberadaan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Letkol Gito 
Soewoyo, SH dilantik sebagai Inspektur Jenderal yang pertama dan menjabat 
hingga 25 Nopember 1968. 
Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 4 orang Inspektur 
(Inspektur Penelitian Efisiensi Pelaksanaan, Inspektur Penelitian Administrasi, 
Inspektur Penelitian Efisiensi Materiil serta Inspektur Penelitian Moril dan 
Mental). Di daerah dibentuk 2 Kantor Perwakilan di Jawa Timur dan Jawa 
Barat. 
Tahun 2000 - Sekarang 
Pada 4 Januari 2001 Inspektorat Jenderal mengalami perombakan 
dimana peran Inspektur yang semula menyelenggarakan fungsi yang 
berdasarkan komoditi diubah menjadi bidang tugas per Eselon II, yaitu: 
Sekretaris Itjen dan Inspektur I, II, III, IV. Organisasi Inspektorat Jenderal 




Mengalami sedikit perubahan sehubungan dengan ditetapkannya Badan 
Karantina Pertanian. 
Pada 16 November 2001 , para auditor membentuk organisasi profesi 
dengan membentuk Ikatan Auditor Internal Departemen Pertanian (IAI-DP) 
yang diketuai oleh Ir. Mursid Suhadi, MM. Dan di tahun 2003, masing-masing 
Inspektorat dibentuk sub Bagian Tata Usaha (Subag TU) untuk kelancaran dan 
ketertiban pelaksanaan tugas Inspektur. 
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian 
No.11/Permentan/OT.140/2/2007 pada 19 Februari 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Sehingga Inspektorat 
Jenderal mengalami penambahan Eselon II, lengkapnya yaitu: Sekretaris Itjen, 
Inspektorat I, II, III, IV dan Inspektorat Khusus. Bersamaan dengan hal 
tersebut diatas, terbit juga Peraturan Menteri Pertanian 
No.12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pertanian No.341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi Dan 
Tata Kerja Departemen Pertanian, dengan perubahan ini Inspektorat Jenderal 
juga mengalami beberapa perubahan struktur organisasi dan tugas pokok dan 
fungsinya. Pada tahun 2008, dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 





Pada  1 Juni 2015 Ir. Justan Riduan Siahaan, M.Ak, Caa, Ac dilantik 
sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Hingga saat ini beliau 
masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. 
Visi dan Misi 
        Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern 
Kementerian Pertanian yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan 
keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan dari tugas – tugas 
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian. Dan untuk 
mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal tentunya menetapkan misi 
dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja 
yang berorientasi pada manfaat keberadaan Inspektorat Jenderal bagi mitra 
kerja dan kinerja dari aspek pendukung lainnya.  
        Berikut merupakan visi dan misi dari Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang praktikkan dapatkan dari 
laman resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; 
Visi 
Menjadi pengawas intern mitra proaktif pengelola program pertanian 
dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 
Misi 
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program 




2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian 
Pertanian secara efektif 
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal. 
B. Struktur Organisasi 
Setiap organisasi atau perusahaan membentuk struktur demi 
menjalankan kegiatan operasionalnya. Struktur organisasi dapat dikatakan 
sebagai penentu dari pembagian dan pengelompokkan pekerjaan secara 
formal/resmi. Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antar divisi yang 
ada di dalamnya, dan didalam semua divisi tersebut terdapat adanya 
ketergantungan satu sama lain. Dimana masing – masing dari komponen 
dalam suatu struktur organisasi akan saling mempengaruhi, yang pada 
akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Hal 
ini berlaku di dalam instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang 
salah satunya yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 
Dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 
Menteri Pertanian dibantu oleh lima staf ahli menteri. Menteri Pertanian juga 
membawahi langsung Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan badan 
lainnya yang praktikkan dapat dari laman resmi Kementerian Pertanian yang 







Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjalankan tugas sebagai 
pengawas internal di lingkungan Kementerian Pertanian RI. Inspektorat 
Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan dibantu oleh 
Sekretariat Jenderal. Organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, 
Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat 
Investigasi. 
Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk membeirkan pelayanan 
teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat 
Jenderal. Sekretariat Jenderal terdiri dari  Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 
Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Organisasi, Kepegawaian, 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Kementerian Pertanian 




Hukum, dan Hubungan Masyarakat. Bagian Data dan Pemantauan Laporan 
Hasil Pengawasan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
Inspektorat I memiliki tugas yaitu sebagai pelaksana dalam 
mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan 
internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit 
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 
Holtikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Pertanian. 
Bagian Inspektorat II memiliki tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan internal terhadap 
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan. 
Bagian Inspektorat III, memiliki tugas sebagai pelaksana penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan internal terhadap 
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan 




Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan 
Karantina Pertanian. 
Yang terakhir yaitu Inspektorat Investigasi yang memiliki tugas untuk 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 
pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya dalam pencegahan korupsi di 
lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Di bawah ini 






Gambar II.2 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
Praktikkan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan yang termasuk ke dalam bagian Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pertanian yang bertugas untuk melaksanakan 
pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara di lingkup 
Kementerian Pertanian. Bagian Keuangan dan Perlengkapan itu sendiri 
dikepalai oleh Ibu Retno Dewi Susilowati, S.H., M.M. Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan membawahi Subbagian Keuangan dan Tata Usaha yang 
dipimpin oleh Ibu Emmy Suryantini M, S.Sos dan Subbagian Perlengkapan 





C. Kegiatan Umum 
Kegiatan utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di 
lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian  RI antara lain adalah 
sebagai berikut : 
1. Merumuskan kebijakan teknis terkait pengawasan internal di lingkungan 
Kementerian Pertanian; 
2. Melakukan pengawasan interanl di lingkungan Kementerian Pertanian 
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 
3. Melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 
Menteri; 
4. Melakukan penyusunan laporan dari hasil pengawasan di lingkungan 
Kementerian Pertanian; 
5. Melaksanakan administrasi yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pertanian. 
Pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdapat Subbagian 
Keuangan dan Tata Usaha, dan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
Pada Subbagian Keuangan dan tata usaha, kegiatan yang dilakukan berfokus 
pada pelaporan keuangan yang berada di dalam Inspektorat Jenderal 
Kementrian Pertanian. Kegiatan umum di Subbagian Keuangan dan Tata 




1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang 
nantinya akan menghasilkan konsep rencana kerja dan anggaran, 
Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan 
Rencana Operasional Kegiatan (ROK). 
2. Mempersiapkan bahan usaulan pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat pengelola keuangan, melaksanakan pengelolaan anggaran dan 
mempersiapkan bahan usulan penetapan target dan pagu Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNPB). Kegiatan tersebut akan menghasilkan 
rancangan konsep usulan pengangkatan atau pemberhentian pengelola 
anggaran dan rancangan konsep target dan pagu PNPB dan laporan 
PNPB. 
3. Melakukan pengelolaan belanja pegawai dari penyusunan daftar gaji 
hingga dokumentasi belanja pegawai yang nanti menghasilkan 
rancangan konsep laporan pengelolaan belanja pegawai. 
4. Mempersiapkan bahan koordinasi dan rekonsiliasi dengan bendahara 
pengeluaran dan penerimaan, mengimplementasikan Sistem 
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan akuntansi barang 
milik negara (SIMAK – BMN) dan persedian dan mempersiapkan 
bahan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini nantinya akan 
menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi dan rancangan konsep 





Sedangkan pada Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, 
kegiatan yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan pembinaan administrasi 
dan melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan 
Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian. Kegiatan umum pada Subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga meliputi : 
1. Mempersiapkan bahan rencana pengadaan barang atau jasa yang 
kegiatannya terdiri dari pengumpulan, identifikasi, dan klasifikasi 
bahan penyusunan rencana, updating data rencana, verifikasi Surat 
Perintah Kerja (SPK) dan kontrak pengadaan barang atau jasa hingga 
melakukaan penerimaan, pemeriksaan dan pencatatan hasil pengadaan 
barang atau jasa. Dari kegiatan ini akan dihasilkan daftar rencana 
pengadaan barang/jasa, rancangan konsep dan daftar SPK/kontrak 
pengadaan barang/jasa, dan rancangan konsep laporan hasil 
pengadaan barang/jasa. 
2.  Mempersiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik 
Negara (BMN) yang kegiatannya terdiri dari mengumpulkan dan 
mengidentifikasi bahan pelaksanaan penatausahaan BMN. Kemudian 
melakukan pencatatan, klasifikasi dan kodefikasi BMN dan barang 
persediaan hingga mempersiapkan bahan penyusunan laporan BMN 
semesteran dan tahunan serta catatan atas laporan BMN. Dari kegiatan 
ini, akan menghasilkan Daftar barang dan kodefikasi BMN, Daftar 




stok barang persediaan, dan rancangan konsep laporan SIMAK – 
BMN audited. 
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghapusan BMN yang 
kegiatannya terdiri dari mempersiapkan dokumen terhadap kondisi 
fisik BMN, mengkoordinasi pelaksanaan penghapusan BMN, 
mempersiapkan konsep usulan persetujuan penghapusan BMN dan 
mempersiapkan bahan pelaksanaan pelelangan BMN. Kegiatan 
tersebut akan menghasilkan rancangan konsep usulan panitia 
penghapusan BMN, Berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian 
BMN dan bahan risalah hasil pelelangan BMN. 
4. Mempersiapkan bahan penetapan status penggunaan BMN dengan 
cara mempersiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penetapan status 
penggunaan BMN. Kegiatan ini menghasilkan rancangan konsep surat 
usulan penetapan status penggunaan BMN dan rancangan konsep 
laporan penetapan status penggunaan BMN 
5. Mempersiapkan bahan pengawasan dan pengendalian BMN yang 
kegiatannya terdiri dari mengumpulkan, mengidentifikasi, dan 
mengklasifikasi bahan pengawasan dan pengendalian BMN, 
memeriksa kondisi fisik dan kelengkapan dokumen BMN hingga 
melakukan penatausahaan dokumen persetujuan pengawasan dan 
pengendalian BMN. Dari kegiatan tersebut yang telah diselesaikan, 





6. Menyusun dan menyajikan laporan kegiatan serta 
pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga yang akan menghasilkan laporan kegiatan dan 













A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama 40 hari 
kerja yang dimulai dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 6 September 
2019. Praktikan diterima dan ditempatkan di Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian oleh Ibu Muryani 
S.Sos selaku Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian. Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan administrasi keuangan, 
Barang Miliki Negara (BMN) seperti pemyusunan laporan keuangan dan 
laporan BMN,  tata usaha dan rumah tangga. Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan dikepalai oleh Ibu Retno Dewi Susilowati S.H., M.M. 
Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan dibimbing oleh 
dua Pegawai dari Bagian Keuangan dan Perlengkapan yaitu Pak Yudin 
Yudiana S.T. selaku Pegawai pada Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga, dan Ibu Novita Sari S.E., M.M selaku Pegawai pada Subbagian 
Keuangan dan Tata Usaha.  Berikut merupakan rincian bidang kerja yang 
dilakukan Praktikan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Bagian 




1. Meng-input Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke dalam aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA); 
2. Meng-input Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke dalam 
aplikasi SAIBA; 
3. Mengoreksi database dan dokumen Kendaraan Bermotor di Master Aset 
pada aplikasi SIMAN; 
4. Mengunggah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor ke dalam Kartu 
Identitas Barang (KIB) pada Master Aset dan diarsipkan; 
5. Membuat rekapitulasi persediaan kebutuhan kantor; 
6. Memeriksa Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 pada Catatan Atas 
Laporan Keuangan (CALK) bagian Laporan Realisasi Anggaran dan 
Laporan Neraca.  
7. Membuat Surat Berita Acara Perolehan Barang dan Dokumen 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada 15 Juli 2019, Praktikan datang ke lantai 2 Gedung B Kantor 
Pusat Kementerian Pertanian untuk menemui Bu Muryani selaku Kepala 
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian yang menerima Praktikan untuk 
dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Bu Muryani 
memberikan pengarahan terkait jadwal kerja Praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Selanjutnya, 




bertemu dengan Ibu Dewi selaku Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 
Oleh Bu Dewi, Praktikan diberikan informasi singkat mengenai lingkungan 
kerja,   
Secara umum, pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan selama 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Meng-input Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke dalam aplikasi 
SAIBA 
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah formulir yang 
digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak 
(selain PPh, PPN, PBB, dan Cukai) dan penerimaan non anggaran ke 
Kas Negara. Penggunaan formulir SSBP ini diatur dengan Peraturan  
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 
Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara. 
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) digunakan untuk menyetorkan 
pendapatan negara selain pendapatan dari pajak. Akun yang digunakan 
adalah akun pendapatan 42xxxx.  
Perekaman atau pencatatan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 
dilakukan pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA). SAIBA merupakan pengembangan aplikasi akuntansi yang 
selama ini telah digunakan instansi pemerintah dalam basis kas menuju 
akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 




diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di pemerintah pusat, 
maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengembangan 
aplikasi ini. 
Input 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Praktikan 
diminta oleh pegawai bagian keuangan untuk melakukan pencatatan 
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada aplikasi SAIBA. Praktikan 
diberikan daftar SSBP dan print out bukti transaksinya untuk kemudian 
di-input ke dalam aplikasi SAIBA. (Lampiran 9) 
Proses 
Adapun pencatatan atau penginputan transaksi SSBP ke dalam 
aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut: 
1) Membuka aplikasi SAIBA, memasukkan username dan password 
pengguna lalu klik login. Setelah itu, aplikasi akan membuka 
interface utama aplikasi SAIBA. (Lampiran 10) 
2) Pilih menu transaksi yang tertera di bagian atas halaman utama, lalu 
pilih pendapatan.  
3) Dalam tampilan menu bagian pendapatan terdapat daftar dokumen 
atas pendapatan dan/atau penerimaan bukan pajak.  
4) Klik “tambah” yang terdapat di bagian bawah tampilan untuk 




5) Memasukkan tanggal dokumen yang terlampir di SSBP. Tanggal 
yang dicantumkan yaitu tanggal saat SSBP tersebut dibayarkan. 
6) Memasukkan Nomor Transaksi Bank (NTB). NTB dikeluarkan oleh 
Bank, dan diperoleh dari Bank pada saat penyetoran. 
7) Memasukkan kode KPPN. Kode diisi sesuai dengan kode KPPN 
yang tercantum di SSBP. 
8) Memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan diperoleh 
dari Bank pada saat penyetoran. 
9) Tanggal buku otomatis terisi menyesuaikan tanggal dokumen yang 
telah dimasukkan sebelumnya. Kode pada kolom 
Kementerian/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Wilayah 
sudah otomatis terisi. 
10)  Memasukkan nomor akun SSBP. Nomor akun yang dimasukkan 
sesuai dengan jenis transaksinya.  
11)  Memasukkan kode kegiatan dari transaksi tersebut. 
12)  Memasukkan kode output.  
13)  Memasukkan jumlah setoran sesuai dengan nominal yang ada di 
bukti transaksi. 
14)  Tekan enter untuk merekam detail transaksi yang telah dicatat.  
15)  Tekan simpan untuk merekam dokumen yang telah dibuat. 






Semua transaksi yang sudah direkam akan membentuk daftar 
transaksi yang tersimpan pada daftar pendapatan di dalam aplikasi 
SAIBA.  Selanjutnya Praktikan melapor dan menyerahkannya kepada 
Pegawai Keuangan dan Tata Usaha untuk dikoresi. Apabila transaksi 
yang diinput sudah benar, akan diproses lebih lanjut untuk dijadikan 
bahan persiapan rekonsiliasi. (Lampiran 12) 
2. Meng-input Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke dalam 
aplikasi SAIBA 
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) adalah formulir 
yang digunakan untuk mencatat penyetoran kelebihan penggunaan atau 
realisasi anggaran pada tahun berjalan. SSPB ini digunakan apabila kita 
menyetor kelebihan atas pencairan dana yang sudah kita lakukan. Akun 
penyetoran menggunakan SSPB ini sama dengan akun pada saat 
melakukan realisasi anggaran. Perekaman dan pencatatan Surat Setoran 
Pengembalian Belanja (SSPB)  dilakukan pada aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). 
Input 
Praktikan diminta oleh pegawai bagian keuangan untuk 
melakukan perekaman Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) pada 
aplikasi SAIBA. Praktikan diberikan daftar SSPB dan print out bukti 






Pencatatan transaksi pada Surat Setoran Pengembalian Belanja 
(SSPB) adalah sebagai berikut: 
1) Membuka aplikasi SAIBA, memasukkan username dan password 
pengguna lalu klik login. Setelah itu, aplikasi akan membuka 
interface utama aplikasi SAIBA. 
2) Pilih menu transaksi yang tertera di bagian atas halaman utama, pilih 
pengembalian belanja, lalu pilih daftar SSPB .  
3) Dalam tampilan menu bagian Surat Setoran Pengembalian Belanja  
(SSPB) terdapat daftar dokumen atas pengembalian belanja. 
4) Klik “tambah” yang terdapat di bagian bawah tampilan untuk 
mencatat dokumen SSPB baru.  
5) Memasukkan tanggal dokumen yang terlampir di SSPB. Tanggal 
yang dicantumkan yaitu tanggal saat SSPB tersebut dibayarkan. 
6) Memasukkan Nomor Transaksi Bank (NTB). NTB dikeluarkan oleh 
Bank, dan diperoleh dari Bank pada saat penyetoran. 
7) Memasukkan kode KPPN. Kode diisi sesuai dengan kode KPPN 
yang tercantum di SSPB.. 
8) Memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan diperoleh 





9) Tanggal buku otomatis terisi menyesuaikan tanggal dokumen yang 
telah dimasukkan sebelumnya. Kode pada kolom 
Kementerian/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Wilayah 
sudah otomatis terisi. 
10) Memasukkan nomor akun SSPB. Nomor akun SSPB yang 
dimasukkan yaitu sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. 
11)  Memasukkan kode kegiatan. Kode kegiatan yang dimasukkan sesuai 
dengan jenis transaksi yang dilakukan. 
12)  Memasukkan kode output.  
13) Memasukkan jumlah setoran. Jumlah setoran yang di-input sesuai 
dengan nominal yang tertera pada print out transaksi. 
14) Tekan enter untuk merekam detail transaksi yang telah dicatat.  
15) Tekan “simpan” untuk merekam dokumen yang telah dibuat. 
(Langkah pengerjaan terlampir pada Lampiran 14) 
Output 
Semua transaksi yang sudah direkam akan membentuk daftar 
transaksi pengembalian belanja yang tersimpan pada daftar SSPB di 
dalam aplikasi SAIBA. Selanjutnya Praktikan melapor dan 
menyerahkannya kepada Pegawai Keuangan dan Tata Usaha untuk 
dikoresi. Apabila transaksi yang diinput sudah benar, akan diproses lebih 






3. Mengoreksi database dan dokumen Kendaraan Bermotor di Master 
Aset pada aplikasi SIMAN 
Dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN) yang tertib, efektif, cepat, dan akurat, Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengimplementasikan sebuah 
sistem yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau yang dapat 
disebut dengan SIMAN. Aplikasi SIMAN dibuat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
mendukung proses pengelolaan BMN dengan sistem yang berbasis 
internet yaitu mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, 
penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN.  
Data yang terdapat pada aplikasi SIMAN bersumber dari data 
yang berada di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK BMN). SIMAN menyiapkan fitur untuk melengkapi 
data yang ada pada SIMAK BMN dengan menambahkan atribut aset 
dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Negara institusi, 
antara lain identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat pemeliharaan, 
riwayat penilaian, riwayat pemakai, riwayat mutasi, lokasi posisi atau 





SIMAN dibagi menjadi dua, yaitu SIMAN Pengelola dan 
SIMAN Pengguna. SIMAN Pengguna adalah SIMAN yang digunakan 
untuk mengakomodasikan kebutuhan Pengguna Barang. 
SIMAN Pengguna memiliki beberapa fitur yang merupakan 
layanan yang terkait dengan pengelolaan BMN. Enam fitur utama yang 
dimiliki SIMAN meliputi Master Aset, Perekaman Surat Keputusan 
(SK), Pemutakhiran Data, Perencanaan Kebutuhan BMN, Pengelolaan 
BMN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).  
Master Aset adalah kumpulan data terkait Barang Milik Negara 
(BMN) yang bersumber dari data yang terdapat di aplikasi SIMAK 
BMN. Di dalam SIMAN, data BMN dilengkapi dengan atribut aset 
lainnya dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Negara. 
Salah satu fasilitas yang terdapat pada Master Aset yaitu  Kartu 
Identitas Barang (KIB). KIB diperlukan untuk mendaftarkan keberadaan 
Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh instansi. Oleh karena 
itu, BMN harus direkam kedalam KIB. Perekaman atau pembuatan KIB 
dapat dilakukan setelah kita melakukan pencatatan perolehan BMN.  
Input 
Praktikan diminta oleh Pegawai Subbagian Perlengkapan dan 
Rumah Tangga (PRT) untuk mencocokkan data inventaris barang berupa 
kendaraan bermotor roda empat yang tercatat di folder Dokumen 
Kendaraan Roda Empat terhadap data kendaraan yang terdaftar di 




kendaraan roda empat. Praktikan diberikan hardcopy berupa print out 
daftar folder kendaraan roda empat dan dipinjamkan laptop kantor oleh 
Pegawai Subbagian PRT yang terdapat aplikasi SIMAN di dalamnya 
untuk melakukan pengerjaan. (Lampiran 16) 
Proses 
Adapun langkah – langkah pengerjaan dalam mengoreksi data 
inventaris barang berupa kendaraan roda empat adalah sebagai berikut :  
1) Awalnya Praktikan diberikan hardcopy berupa print out daftar folder 
kendaraan roda empat untuk dicocokkan dengan data kendaraan roda 
empat yang terekam di Master Aset aplikasi SIMAN. Praktikan 
menggunakan laptop kantor dalam melakukan pengerjaan.  
2)  Ketika Praktikan melakukan pengecekan, data Nomor Polisi yang 
sama dari kedua sumber tersebut diberi tanda centang pada daftar di 
print out daftar folder Kendaraan roda empat.  
3)  Terdapat perbedaan antara Nomor Polisi yang terekam di aplikasi 
SIMAN dengan Nomor Polisi yang berada di dalam print out yang 
diberikan oleh Pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
(PRT). 
4)  Praktikan memberikan tanda pada print out daftar folder kendaraan 
roda empat yang berbeda dengan daftar Nomor Polisi yang terekam 





5)  Karena terdapat perbedaan, pegawai Subbagian PRT memberikan 
file odner yang berisikan STNK kendaraan roda empat untuk 
dicocokkan dengan print out daftar folder kendaraan roda empat dan 
daftar Master Aset SIMAN. 
6)  Setelah ketiganya dicocokkan, kesalahan ada pada penulisan di 
daftar folder kendaraan roda empat.  
7)  Setelah itu, Praktikan memperbaiki daftar folder kendaraan roda 
empat sehingga sama dengan daftar yang ada di Master Aset 
SIMAN. 
(Bukti pengerjaan terlampir pada Lampiran 17) 
Output 
Setelah semua folder diperbaiki, daftar folder kendaraan roda 
empat yang tersimpan di komputer sudah sama persis dengan daftar 
folder yang ada di Master Aset SIMAN. Dengan ini, folder sudah siap 
digunkaan untuk menyimpan berkas – berkas terkait aset kendaraan 
bermotor. Praktikan melapor kepada pegawai Subbagian PRT untuk 
diperiksa oleh beliau, dan diberikan pengarahan atau tugas lebih lanjut.  
4. Mengunggah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke dalam Kartu Identitas 
Barang (KIB) pada Master Aset dan diarsipkan 
Master Aset merupakan salah satu fasilitas yang terdapat pada 




bersumber dari data SIMAK BMN. Di dalam SIMAN, data BMN 
dilengkapi dengan atribut aset lainnya dalam rangka mendukung 
pengelolaan Barang Milik Negara. Salah satu fasilitas yang terdapat 
pada Master Aset yaitu  Kartu Identitas Barang (KIB). KIB diperlukan 
untuk mendaftarkan keberadaan Barang Milik Negara (BMN) yang 
dimiliki oleh instansi. Oleh karena itu, BMN harus direkam kedalam 
KIB. Perekaman atau pembuatan KIB dapat dilakukan setelah kita 
melakukan pencatatan perolehan BMN pada aplikasi SIMAK BMN. 
Input  
Praktikan diminta Pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga untuk upload STNK dan BPKB ke dalam Kartu Identitas Barang 
di Master Aset aplikasi SIMAN yang dibutuhkan untuk aset kendaraan 
roda empat dan diarsipkan ke dalam folder kendaraan roda empat yang 
telah dibuat oleh Praktikan sebelumnya. Praktikan diberikan catatan 
kecil yang berisi nomor polisi kendaraan roda empat yang STNK dan 
BPKBnya belum di-upload ke dalam KIB pada Master Aset dan file 
odner yang berisi salinan hardcopy dokumen STNK dan BPKB 
kendaraan roda empat. (Lampiran 18) 
Proses 
1) Awalnya Praktikan mempersiapkan file odner yang berisi STNK dan 
BPKB dan catatan tugas yang telah diberikan oleh pegawai 




2) Selanjutnya Praktikan mencari data STNK dan BPKB yang 
dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam KIB. Data berupa fotocopy 
STNK dan BPKB yang telah disatukan per masing – masing 
kendaraan. 
3) Setelah menemukan data yang diperlukan, Praktikan melakukan 
scanning STNK dan BPKB kendaraan roda empat untuk selanjutnya 
disimpan ke dalam komputer seperti yang terlampir pada Lampiran 
19. 
4) Data STNK dan BPKB yang telah di-scanning selanjutnya akan 
Praktikan upload ke dalam Kartu Identitas Barang pada Master Aset 
aplikasi SIMAN. 
5) Praktikan membuka aplikasi SIMAN yang merupakan sistem untuk 
mendukung proses pengelolaan dan pencatatan BMN. 
6) Praktikan meminta bantuan pegawai Subbagian Perlengkapan dan 
Rumah Tangga Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk 
log in ke dalam sistem aplikasi karena dibutuhkan username dan 
password.  
7) Setelah berhasil log in, Praktikan memilih menu Master Aset, 
kemudian memilih Alat Angkutan Bermotor dan memilih aset yang 
diinginkan.  
8) Setelah memilih aset yang diinginkan, akan muncul detail informasi 
terkait aset tersebut. Selanjutnya pilih menu dokumen untuk 




9) Pilih menu ‘tambah’ untuk menambahkan dokumen yang diperlukan 
dan akan muncul kolom informasi terkait STNK dan BPKB 
Kendaraan yang harus diisi. 
10)  Nomor dokumen diisi dengan nomor STNK Kendaraan. Kolom 
‘berlaku’ diisi masa berlaku STNK kendaraan tersebut. Untuk bagian 
keterangan dikosongkan saja. Kolom jenis dokumen diisi sesuai 
dengan dokumen yang akan direkam yaitu STNK. Pada kolom file, 
dokumen yang diunggah yaitu hasil scanning STNK atau BPKB 
yang sebelumnya sudah dilakukan dan sudah disimpan. 
11)  Pilih simpan untuk menyimpan dokumen yang telah direkam.  
12)  Selanjutnya pilih tambah untuk menambahkan informasi terkait 
BPKB Kendaraan dengan langkah pengerjaan yang sama dengan 
STNK. 
13)  Setelah kedua dokumen direkam, pilih Cetak Kartu Indentitas 
Barang (KIB) untuk mencetak KIB yang telah dibuat. 
14)  Masing – masing KIB yang telah dibuat dan dicetak, selanjutnya 
diunduh dan disimpan ke dalam folder yang sebelumnya telah dibuat. 
(Bukti pengerjaan terlampir pada Lampiran 20) 
Output 
Kartu Identitas Barang yang sudah diunduh dan disimpan ke 
dalam folder yang ada di komputer berfungsi sebagai dokumentasi 




Setelah selesai, Praktikan melapor kepada pegawai Subbagian PRT 
untuk selanjutnya diperiksa oleh beliau.  
5. Membuat Rekapitulasi Persediaan Kebutuhan Kantor 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.01/2006 
mengenai Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan 
Departemen Keuangan, Pasal 1 pada poin 3 menyatakan bahwa 
persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 
yang diperoleh, disimpan dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk 
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Pasal 1 pada poin 10 menyatakan kartu barang adalah kartu yang 
digunakan untuk mencatat persediaan berdasarkan jenis barang dalam 
gudang atau tempat penyimpanan. Dan pada poin 18, buku persediaan 
adalah buku dalam bentuk lembaran untuk mencatat atau membukukan 
persediaan yang masuk dan keluar dari gudang atau tempat penyimpanan 
dibawah pengurusan dan tanggung jawab Pejabat Pengurus Persediaan. 
Input 
Praktikkan diminta untuk mengoreksi kartu persediaan, dan 
menginputnya ke dalam kartu persediaan di microsoft excel, serta diolah 
pada bagian rekapitulasinya. Penggunaan aplikasi microsoft excel 
bertujuan untuk memudahkan pegawai pada Subbagian Perlengkapan 
dan Rumah Tangga dalam melakukan pencatatan dan rekapitulasi 




Penggunaan aplikasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya 
kesalahan dalam pencatatan pada barang yang dihitung dibandingkan 
dengan menghitung secara manual dengan Kartu Persediaan biasa.  
Praktikan diberikan file odner yang berisi Kartu Persediaan 
manual untuk mengoreksi jumlah barang yang masuk dan keluar, lalu 
diinput ke dalam microsoft excel. Di dalam file microsoft excel tersebut 
sudah tersedia Kartu Persediaan. (Lampiran 21) 
Proses 
Adapun langkah – langkah dalam pembuatan formula persediaan 
kertas dan alat komputer adalah sebagai berikut : 
1) Awalnya Praktikan diberikan file odner Kartu Persediaan kertas dan 
alat computer oleh pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga. 
2) Kemudian, Praktikan membuka file microsoft excel yang sudah 
diberikan oleh pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 
untuk meng-input jumlah persediaan kertas dan alat computer yang 
masuk dan keluar ke dalam Kartu Persediaan yang terdapat di file 
microsoft excel. Terdapat dua file yang akan Praktikan kerjakan, 
yaitu file untuk jenis kertas, dan file untuk alat computer. Pertama, 
Praktikan akan meng-input Kartu Persediaan kebutuhan kantor 
berupa kertas.  
3) Dalam meng-input persediaan kertas ke dalam Kartu Persediaan 




lakukan yaitu memilih jenis barang (kertas) yang akan diinput dan 
jenis satuan dari jenis barang tersebut sesuai dengan data yang 
terdapat di file odner. 
4) Selanjutnya, Praktikan menginput jumlah sisa pada persediaan awal 
barang tersebut di awal tahun sesuai dengan data yang terdapat di 
dalam file odner. 
5) Setelah menginput jumlah sisa, praktikkan menginput bagian unit 
kerja, nama pemohon, dan jumlah persediaan yang masuk atau 
keluar ke dalam Kartu Persediaan sesuai dengan data yang terdapat 
di dalam file odner. 
6) Nominal jumlah persediaan pada kolom sisa di Kartu Persediaan 
akan otomatis bertambah/berkurang sesuai dengan jumlah persediaan 
yang telah Praktikan input sebelumnya. Kolom saldo akhir pada 
akhir tahun otomatis berubah menyesuaikan sisa persediaan akhir 
tahun. 
7) Setelah selesai meng-input jumlah barang keluar dan masuk ke 
dalam Kartu Persediaan, Praktikan membuat lembar kerja 
Rekapitulasi untuk merekap data barang dan jumlah barang yang 
terdapat di Kartu Persediaan. 
8) Pada lembar kerja Rekapitulasi, awalnya Praktikan membuat kolom 
yang berisi nomor, jenis barang, dan jenis satuan barang tersebut. 
9) Selanjutnya Praktikan membuat  kolom yang berisi saldo awal, 




keluar, dan jumlah saldo akhir untuk masing – masing bulan dari 
bulan Januari hingga Desember.  
10) Praktikan membuat formula pada lembar kerja rekapitulasi agar data 
pada lembar kerja rekapitulasi dapat otomatis menyesuaikan dengan 
data yang terdapat di Kartu Persediaan masing – masing jenis barang 
(kertas). 
11) Selanjutnya data pada kartu persediaan disalin ke dalam lembar kerja 
rekapitulasi kebutuhan kertas. 
12) Praktikan melakukan hal yang sama pada file microsoft excel satunya 
yang berisi data kartu persediaan dan lembar kerja rekapitulasi untuk 
alat komputer. 
(Bukti pengerjaan terlampir pada Lampiran 22) 
Output 
Setelah selesai menginput semua barang persediaan kertas dan 
alat komputer beserta lembar kerja rekapitulaisnya, Praktikan 
menyimpan data tersebut ke dalam flash disk yang kemudian Praktikan 
berikan kepada pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
Setelahnya, setiap ada pencatatan keluar masuk barang akan dicatat 






6. Memeriksa Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 pada 
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) bagian Laporan Realisasi 
Anggaran dan Laporan Neraca 
Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, bahwa Pengguna 
Anggaran atau Barang mempunyai tugas yaitu menyusun dan 
menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerjanya.  
Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat 
penting dalam penilaian perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dari 
informasi yang terdapat di laporan keuangan, diharapkan dapat 
bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan terkait dalam 
pembuatan keputusan maupun kebijakan. Penyajian Laporan Keuangan 
biasanya berisi informasi mengenai posisi – posisi keuangan, kinerja 
keuangan, dan arus kas instansi atau lembaga terkait dalam periode 
tertentu.  
Komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :  
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA adalah bagian laporan keuangan yang menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan 




periode. Hal ini untuk mempermudah para pengguna laporan 
keuangan dalam menganalisis dan mengambil keputusan. 
b. Laporan Operasional (LO)  
LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
ikhtisar sumber daya ekonomi atau seluruh kegiatan operasional 
keuangan yang tercermin di dalam pendapatan, beban, dan 
surplus/defisit operasional sebagai penambah ekuitas yang 
penyajiannya diperbandingkan dengan anggaran pada periode 
sebelumnya. 
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO 
pada periode terkait, dan koreksi yang langsung mengurangi atau 
menambah ekuitas akhir yang berasal dari koreksi kesalahan 
mendasar pada periode sebelumnya. 
d. Neraca  
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan terhadap aset negara, utang atau kewajiabn, dan 
ekuitas yang dimiliki instansi dalam suatu periode tertentu. 
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
CaLK merupakan bagian dari laporan keuangan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan dan rincian angka atau 




Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. 
Pembuatan CaLK bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat 
mengetahui informasi yang ada di dalam laporan keuangan secara 
terperinci. CaLK juga mencakup informasi mengenai kebijakan 
akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan 
oleh entitas/instansi untuk diungkapkan. 
Input 
Pegawai Subbagian Keuangan dan Tata Usaha memberikan tugas 
kepada Praktikan untuk melakukan pemeriksaan pada CaLK atas dua 
komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan 
Neraca. Praktikan diberikan hardcopy Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan CaLK untuk diperiksa kesesuaiannya. (Lampiran 23) 
Proses 
1) Praktikan menyiapkan laporan – laporan yang akan Praktikan 
periksa, apakah sudah sesuai dengan yang Pegawai Subbagian 
Keuangan dan Tata Usaha minta, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan CaLK tahun 2019 semester I. 
2) Praktikan melakukan pemeriksaan tersebut dengan cara 
membandingkan informasi yang berupa angka – angka atau nominal, 
akun – akun dan informasi lain yang terdapat di CaLK apakah sudah 




3) Praktikan menemukan perbedaan antara data pada CaLK dengan data 
yang ada di LRA. Data yang salah berupa nominal di bagian realisasi 
pendapatan negara dan hibah.  
4) Praktikan memberikan tanda pada bagian informasi yang salah dan 
memberikan koreksi yang benar di bagian bawah atau sebelah data 
yang salah tersebut sesuai dengan informasi yang terdapat di LRA. 
5) Sedangkan informasi CaLK bagian neraca sudah sesuai dengan 
informasi yang terdapat di laporan neraca.  
(Bukti pengerjaan terlampir pada Lampiran 24) 
Output 
Hardcopy CaLK yang sudah dikoreksi beserta LRA dan Neraca 
yang informasinya dijadikan acuan selanjutnya Praktikan serahkan 
kembali kepada Pegawai Subbagian Keuangan dan Tata Usaha. 
Praktikan melaporkan kepada Pegawai tersebut bagian mana saja yang 
ditemukan kesalahan pencatatan informasi atau data pada CaLK untuk 
kemudian kesalahan – kesalahan data yang ada dapat diperbaiki oleh 
Pegawai tersebut.  
7. Membuat Surat Keterangan Berita Acara Perolehan Barang dan 
Dokumen 
Berita Acara Serah Terima (BAST) berfungsi sebagai bukti 
tertulis bahwa BMN telah dipindahtangankan dari Kuasa Anggaran 




pemakai dan tanggung jawab atas BMN tersebut. Berita Acara Serah 
Terima memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu : 
 Mencegah terjadinya kecurangan 
 Mencegah terjadinya minus dalam stock opname barang 
 Menjadikan laporan stock menjadi transparansi 
Selain BAST, untuk melengkapi bukti tertulis bahwa Barang 
Milik Negara telah diterima oleh pihak pengguna barang yaitu 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, perlu dibuat Surat 
Keterangan Berita Acara Perolehan Barang dan Dokumen. Surat 
Keterangan Berita Acara ini berisi nama – nama BMN yang telah 
diterima, cara perolehan BMN tersebut, tanggal perolehannya, nilai 
perolehan, nilai buku, beserta surat – surat penting yang melekat pada 
BMN tersebut yaitu berupa Surat Perintah Kerja dan  Berita Acara Serah 
Terima. 
Input 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh Barang 
Milik Negara tak berwujud berupa software aplikasi pada tahun 2018 
semester 2. Pihak Itjen membutuhkan Surat Keterangan Berita Acara 
sebagai bukti tertulis bahwa pihaknya telah menerima BMN tersebut.  
Pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga meminta 
Praktikan untuk membuat Surat Keterangan Berita Acara terkait 




yang diperlukan seperti SPM, Invoice, BAST, dan surat – surat terkait 
lainnya.  (Lampiran 25) 
Proses 
1) Praktikan menyiapkan surat – surat yang berisi keterangan 
penerimaan atau pembelian barang yang telah diberi oleh Pegawai 
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Praktikan membuat 
surat keterangan tersebut menggunakan aplikasi Microsoft word. 
2) Langkah pertama yaitu Praktikan membuat judul surat yaitu 
“SURAT KETERANGAN BERITA ACARA TERKAIT 
PEROLEHAN BARANG DAN DOKUMEN” dan dibawahnya 
Praktikan menuliskan nomor surat yang sebelumnya sudah 
diberitahu oleh Pegawai Subbagian Perlengkapan dan Rumah 
Tangga. 
3) Selanjutnya, Praktikan menuliskan pihak yang menerima barang 
(Pengguna Barang) yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian 
beserta NIP, pangkat dan golongan beserta jabatannya. 
4) Langkah berikutnya, Praktikan mulai menuliskan pernyataan 
keterangan terkait Barang Milik Negara berupa software aplikasi 
yang telah diperoleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 
Yang pertama yaitu software Aplikasi E-Reviu Laporan Keuangan. 
5) Setelah dicantumkan nama BMN tersebut, Praktikan menyantumkan 




6) Selanjutnya, Praktikan menambahkan surat yang bersesuaian dengan 
keterangan sebelumnya, yaitu nomor Surat Perintah Kerja, nomor 
Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), tanggal dan perihal 
BAST tersebut. 
7) Terakhir, Praktikan mencantumkan nilai perolehan beserta nilai buku 
BMN tersebut sesuai yang tercantum pada BAST. 
8) Selanjutnya, Praktikan menuliskan keterangan terkait BMN software 
lainnya dengan langkah yang sama seperti Langkah 4 sampai 
Langkah 7.  
9) Setelah semua pernyataan terkait BMN yang telah diperoleh dibuat, 
Praktikan menuliskan kalimat penutup. 
10)  Pada bagian bawah surat, Praktikan menuliskan nama dan NIP 
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang nantinya 
ditandatangani oleh Beliau.  
(Bukti pengerjaan terlampir pada Lampiran 26) 
Output 
Surat Keterangan Berita Acara Perolehan Barang yang telah 
dibuat oleh Praktikan diserahkan kembali kepada Pegawai Subbagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk selanjutnya dikoreksi oleh 
beliau. Apabila sudah tidak ada kesalahan pada penulisan surat, surat 
keterangan tersebut akan diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan yang oleh beliau akan diberikan kepada Inspektur 




ini sebagai bukti bahwa BMN yang tercantum pada surat telah diterima 
oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 
C. Kendala yang Dihadapi  
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 
Bagian Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pertanian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Praktikan, baik 
dari jaringan internet, sistem aplikasi, keterbatasan ilmu praktikan 
maupun human error dari pegawai di Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan. Beberapa kendala tersebut antara lain : 
1. Aplikasi SAIBA mengalami error berupa freeze saat digunakan. Di 
saat Praktikan menyunting transaksi pada aplikasi SAIBA, Praktikan  
memilih pilihan “kembali” untuk kembali ke bagian daftar transaksi. 
Namun yang terjadi ialah aplikasi tetap menampilkan halaman 
transaksi tersebut, tidak kembali ke bagian daftar transaksi. Bagian 
apapun yang dipilih tidak berjalan sesuai fungsinya dan tetap 
menampilkan halaman transaksi yang dikerjakan oleh Praktikan. 
2. Jaringan internet di ruangan kerja Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan beberapa kali mengalami gangguan down server 
sehingga menghambat kinerja Praktikan dalam melakukan proses 




3. Banyaknya fitur yang terdapat pada aplikasi SIMAN dan masih 
minimnya ilmu yang dimiliki Praktikan terkait aplikasi SIMAN 
menyebabkan proses awal pengerjaan sedikit terhambat. 
4. Terdapat kesalahan pada formula excel di bagian Rekapitulasi Kartu 
Persediaan yang diberikan oleh Pegawai Perlengkapan dan Rumah 
Tangga. Hal ini menyebabkan ketidakcocokan data antara Kartu 
Persediaan dengan Rekapitulasi Kartu Persediaan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setiap kendala yang ditemui tentu terdapat solusi dalam 
mengatasi kendala tersebut. Dari setiap kendala atau permasalahan yang 
ditemui oleh Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan di Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pertanian, Praktikan belajar menyelesaikan kendala – kendala yang 
Praktikan temui. Adapun cara - cara yang dilakukan oleh Praktikan 
dalam mengatasi kendala tersebut antara lain : 
1. Praktikan meminta bantuan kepada Pegawai Keuangan dan Tata 
Usaha yang memberikan tugas tersebut kepada Praktikan, untuk 
mengatasi freezing pada aplikasi SIMAN. Namun karena beliau 
juga tidak dapat memperbaiki freeze pada aplikasi, akhirnya 
Praktikan menyarankan untuk melakukan force shut down atau 
mematikan paksa laptop tersebut dengan menekan tombol power 




aplikasi SIMAN dibuka, aplikasi SIMAN sudah tidak mengalami 
freezing dan dapat dijalankan sesuai fungsinya. 
2. Praktikan menyampaikan kepada Pegawai Perlengkapan dan Rumah 
Tangga yang memberikan Praktikan tugas bahwa terdapat gangguan 
pada koneksi jaringan internet yang menyebabkan Praktikan tidak 
dapat menginput dan mengoperasikan aplikasi SIMAN. Lalu 
Praktikan juga menyampaikan kepada Pegawai Perlengkapan dan 
Rumah Tangga bagian Teknisi terkait gangguan koneksi jaringan 
internet agar dapat diperbaiki. 
3. Praktikan meminta bantuan kepada Pegawai Perlengkapan dan 
Rumah Tangga yang juga merupakan pembimbing Praktikan saat 
beliau sedang senggang untuk mengajari dan menjelaskan kepada 
Praktikan terkait fitur – fitur dan cara penggunaan aplikasi SIMAN 
yang belum Praktikan pahami. Praktikan juga belajar secara mandiri 
dengan mencari di internet terkait dengan fasilitas yang terdapat 
pada SIMAN dan cara  penggunaan atau pengelolaan dari masing – 
masing fasilitas/fitur. Hal ini bertujuan agar Praktikan semakin 
mengerti tentang penggunaan dan pengelolaan aplikasi SIMAN 
sehingga Praktikan dapat lebih lancar dalam pengerjaan tugas. 
4. Praktikan mempelajari formula yang terdapat pada work sheet 
bagian Rekapitulasi Kartu Persediaan dan mencari kesalahan pada 
input formula yang menyebabkan ketidakcocokan data. Setelah 




formula yang tepat untuk work sheet tersebut sehingga data pada 
Rekapitulasi Kartu Persediaan dengan Kartu Persediaan cocok dan 











Teknologi semakin berkembang dan canggih seiring dengan 
berkembangnya zaman. Tak terkecuali perkembangan akuntansi dan 
teknologinya yang mempercepat proses pelaporan akuntansi dan keuangan. 
Hal ini mendorong munculnya tuntutan oleh perusahaan akan sumber daya 
manusia yang kompeten. Tingginya tuntutan kerja berpengaruh secara 
langsung terhadap tingginya daya saing dalam mendapatkan pekerjaan 
tersebut.  
Untuk dapat bersaing di dunia kerja, perguruan tinggi perlu 
mengadakan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) kepada mahasiswa. Dalam PKL, 
mahasiswa dapat mengenal dunia kerja, etika dan tata krama di dunia kerja, 
dan mempraktikkan ilmu yang telah mahasiswa pelajari selama di bangku 
perkuliahan. Dengan ini mahasiswa mendapat pengalaman baru dan 
pengalaman nyata di dalam dunia bekerja sehingga setelah lulus para 
mahasiswa sudah siap untuk bekerja baik secara ilmu maupun mental.  
Praktikan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Bagian Keuangan dan 




pengalaman dan pengetahuan baru mengenai dunia kerja terutama pada  
bidang akuntansi pemerintahan. Praktikan juga dituntut untuk disiplin, bekerja 
secara cepat dan efisien, memiliki manajemen waktu yang baik, mandiri dan 
bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan. Namun, dari segi 
penerapaan akuntansi pemerintahannya sendiri, yang dipelajari oleh Praktikan 
selama di bangku perkuliahan tidak banyak penerapannya pada saat Praktikan 
melaksanakan PKL.  
Berikut ini adalah tugas yang dilakukan oleh Praktikan selama 
melaksanakann kegiatan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) di Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan, antara lain : 
1. Meng-input Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke dalam aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA); 
2. Meng-input Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke dalam 
aplikasi SAIBA; 
3. Mengoreksi database dan dokumen Kendaraan Bermotor di Master Aset 
pada aplikasi SIMAN; 
4. Mengunggah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor ke dalam Kartu 
Identitas Barang (KIB) pada Master Aset dan diarsipkan; 
5. Membuat formula kartu persediaan kebutuhan kantor; 
6. Memeriksa Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 pada Catatan Atas 
Laporan Keuangan (CALK) bagian Laporan Realisasi Anggaran dan 





Setelah menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
memiliki beberapa saran bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL), pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, dan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sehingga di 
masa mendatang masing – masing pihak dapat meningkatkan kualitas atau 
kinerjanya yang lebih baik. Berikut ini saran – saran yang dapat Praktikan 
sampaikan, antara lain : 
1. Bagi Peserta PKL  
a. Aktif bertanya seputar Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada dosen, 
kakak tingkat maupun relasi yang sudah melaksanakan PKL agar 
memiliki gambaran terkait PKL dan dapat mempersiapkan diri.  
b. Aktif mencari tempat untuk melaksanakan kegiatan PKL sejak jauh 
hari agar mendapatkan tempat PKL yang sesuai dengan bidang 
pekerjaan yang diinginkan atau dibutuhkan. 
c. Memperdalam ilmu terkait akuntansi terutama dasar akuntansi dan 
informasi umum terkait instansi tempat PKL dilaksanakan sebagai 
bentuk mempersiapkan diri sebelum kegiatan PKL dimulai. 
d. Aktif bertanya kepada Pegawai di lingkungan tempat PKL 
dilaksanakan agar dapat menambah wawasan mengenai lingkungan 
kerja maupun wawasan terkait akuntansi. 
e. Mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat PKL dilaksanakan, 




baik dengan para Pegawai di instansi tempat pelaksanaan PKL agar di 
masa datang apabila Praktikan mengalami kesulitan dapat lebih 
mudah mendapat bantuan dari Pegawai.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memperbolehkan mahasiswanya untuk melaksanakan PKL setidaknya 
mulai dari semester 4 dan melaksanakan sidang pada semester 
berikutnya sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan waktu dengan 
lebih baik dalam proses akademik di Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
b. Memberikan sosialisasi secara rinci mengenai PKL dan informasi 
terkait instansi, perusahaan atau lembaga yang dapat menerima 
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL sehingga mahasiswa 
mendapat gambaran terkait kegiatan PKL yang akan dilaksanakan. 
c. Menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, instansi, atau 
lembaga sehingga memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat 
untuk melaksanakan kegiatan PKL. 
3. Bagi Instansi 
a. Memberikan tugas yang lebih signifikan kepada Peserta PKL sesuai 
dengan bidang pendidikan yang ditempuh. 
b. Memberikan bimbingan dan arahan terkait tugas yang akan 
dilaksanakan oleh Peserta PKL sehingga kedepannya Peserta PKL 




c. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Universitas Negeri 
Jakarta agar pada periode selanjutnya dapat tetap bekerja sama dengan 
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Lampiran 17 : Pengecekkan database dan dokumen Kendaraan Bermotor di 












































































































































Lampiran 26 : Surat Keterangan Berita Acara Terkait Perolehan Barang 
dan Dokumen 
 
